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BAB VI 

Penutup 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi  Janji Politik Pasangan 

Firman Dalam Kemenangan Pilkada Kota KupangWalikota KupangTahun 2017 

StudiKasusTentang Program Pengelolaan Persampahan Di KecamatanAlak 

disimpulkan bahwa Pasangan Firman sudah menjalankan implementasi Janji 

Politik dalam Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Alak berupa adanya 

Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi. Adapun rincian kesimpulannya 

sebagai berikut. 

6.1.1 SumberDaya 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dukungan Aparatur 

dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dalam menyukseskan 

program kerja dari Pasangan Firman terkait pengelolaan sampah sudah sangatbaik 

halini ditunjukkan ada nya petugas lapangan yang terdiri dari sopir, awak, 

penyapu dan operator sampah  yang bertugas untuk mengangku tsampah pada 

Pukul 05.00 Pagidan 16.00 sore sehingga tidak pernah ada penumpukkan sampah 

di Bin Kontainer dan Bak Sampah. Adapun Jumlah Pegawai yang ada di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang berjumlah 354 orang serta 

Dukungan anggaran dalam program pengelolaan  sampah dari Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dalam mendukung Program JefriRiwuKore 

sudah sanga tbaik dimana digunakan untuk Penyedian Prasarana dan sarana 
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Pengelolaan Persampahan dengan rincianRp 1.053.462.000 pada Tahun 2018, Rp 

896.906.000 pada Tahun 2019 dan Rp 11.167.174.650  pada Tahun 2020 , 

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan dan Penyedian 

Prasarana dengan rincian Rp 72.819.600 pada Tahun 2019 dan Rp 67.950.000 

pada Tahun 2020 dan Sarana TPA Sampah sebesar Rp 138.500.000 pada Tahun 

2020. Dukungan Fasilitas pengelolaan dan Penampungan Sampah dari Dinas 

Lingkungan Hidup berupa adanya Dump Truck/Armada Mobil Sampah, Motor 

Sampah, Tong Sampah, Gerobak Sampah, TPS Permanen, Buldoser, Eksavator 

dan Bin Kontainer Sampah. Adapun Fasilitas Sampah yang ada di Wilayah 

Kecamatan Alak yang meliputi 12 Kelurahan Alak berupa TPS Permanen dan Bin 

Kontainer selain itu ada juga Tong Sampah di 12 Kelurahan serta di Kantor 

Camat Alak sendiri. 

6.1.2 Struktur Birokrasi  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam 

mengimplementasikan kebijakan penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kota Kupang juga berpatokan pada Perda Nomor 4 tahun 2013 

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 

tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kota Kupang dan 

peraturan Walikota Kupang Nomor 42  Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Kupang, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 
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Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah 

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota 

Kupang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah 

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis  Sampah Rumah Tangga kewenangan dalam 

penanganan sampah ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dalam 

menyukseskan program penanganan sampah di Kota Kupang serta di Kecamatan 

Alak Khusunya harus keterlibatan dan partisipasi aktif dari Pemerintah 

Kecamatan dan Kelurahan serta dar imasyarakat sendiri. Ada pun terkait 

koordinasi dari Kami dalam penanganan sampah adalah bekerjasama dengan 

Lurah dan Camat yang ada di Kelurahan Alak dengan cara melakukan sosialisasi 

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga serta dengan cara mengajak RT RW dan masyarakat di 

wilayahnya untuk senantiasa melakukan kerja nyata untuk menjag akebersihan 

lingkungan. 
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6.1.3 Disposisi 

Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Aparat Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sudah menjalankan dan 

mendukung semua kebijakan dalam penanganan sampah. Komitmen para 

implementor di lapangan di tunjukkan dengan adanya tenaga pengangkut sampah 

dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang datang setiap hari untuk 

mengangku tsampah serta dalam usaha memerangi sampah Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan bekerja sama dengan para Camat, Lurah serta RT/RW 

yang ada di Kecamatan Alak serta insentif bagi Petugas Lapangan dari Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan sangat kecil sekali yaitu hanya sebesar Rp 

350.000 perbulan sedangkan bentuk kompensasi dan penghargaan kepada petugas 

Lapangan dalam rangka meningkatkan kerja petugas di lapangan berupa kenaikan 

gaji tergantung masa kerja atau pengabdiannya. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penulis dapatkan diatas berkaitan dengan 

Implementasi Janji Politik Pasangan Firman Dalam Kemenangan Pilkada Kota 

Kupang Walikota Kupang Tahun 2017 Studi Kasus Tentang Program Pengelolaan 

Persampahan Di Kecamatan Alak, maka saran yang ingin penulis berikan yaitu : 

1. Kedepanya perlu adanya penambahan Tenaga Awak Sampah dilapangan 

karena Jumlah Pengangkut sampah sangat sedikit untuk mengangkut Jumlah 

Volume sampah yang begitu yang banyak yang tersebar di 12 Kelurahan di 

Kecamatan Alak. 
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2. Kedepannya Perlu adanya penambahan Bin Kontainer di Kelurahan di 

Kecamatan Alak karena masih ada beberapa kelurahan yang belum 

mendapatkan Bin Kontainer seperti Kelurahan Manutapen dan Fatukoa. 

3. Kedepannya perlu ada penambahan Jumlah Insentif bagi Tenaga Awak 

sampah dilapangan karena selama ini upah perbulan jauh dibawah UMR 

Kota Kupang dimana hanya sebesar Rp 350.000,00 
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